BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan
kehidupan ekonomi politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.
Pembangunan adalah bagian dari teori perubahan sosial (Fakih dalam Nugroho,
2007). Paradigma pembangunan di Indonesia selama ini didominasi oleh
paradigma yang meletakkan peran pemerintah pada posisi sentris, baik dalam
perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. paradigma ini
mendapatkan tentangan dari berbagai pihak karena paradigma ini sangat tidak
mempercayai kemampuan masyarakat dalam membangun diri. Hal ini
mengakibatkan banyak proyek dan program pembangunan yang tidak
dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat
(Jacob, 2000 dalam Sukino, 2013:59). Untuk itu, upaya pembangunan seharusnya
berpusat kepada masyarakat itu sendiri agar sesuai dengan aspirasinya.

Pembangunan dalam kerangka paradigma yang berpusat pada manusia
atau rakyat (people-centered) adalah suatu proses di mana manusia meningkan
kemampuannya baik kemampuan teknik, kelembagaan maupun insaninya untuk
menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, untuk mencapai
peningkatan yang berkelanjutan di dalam kualitas hidup mereka dengan
menggunakan sumber daya yang tersedia pada mereka (Korten, 1995:168 dalam
Nanga, 2000:74). Secara garis besar paradigma pembangunan yang berpusat pada
rakyat menekankan pada hal-hal sebagai berikut: (1) bahwa individu atau
masyarakatlah yang harus menjadi aktor utama dari pembangunan sehingga
mereka yang harus menentukan tujuan yang ingin dicapai, menguasai sumber
daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidup mereka; (2) pemerintah
hanya sebagai fasilitator: (3) penguatan kapasitas kelembagaan dan sosial individu
dan masyarakat; dan (4) perlu adanya suatu proses demokratisisasi dengan adanya
kontrol atas aset ekonomi dan politik serta keterbukaan arus informasi (Nanga,
2000:75). Keempat hal ini dapat diwujudkan dengan pemberdayaan dan

pendampingan masyarakat.



Shardlow (2005) dalam Rifa’i (2013) menjelaskan pengertian
pemberdayaan pada dasarnya merupakan upaya individu, kelompok maupun
komunitas dalam berusaha mengontrol kehidupan mereka dan mengusahakan
untuk membentuk masa depan mereka sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya,
gagasan ini mengartikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong seseorang
untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah
yang dihadapi, sehingga seseorang tersebut mempunyai kesadaran dan kekuasaan
penuh dalam membentuk masa depannya. Peran yang dimainkan oleh
pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya agar masyarakat
semakin mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses
penguatan kapasitas, yaitu penguatan kemampuan setiap individu, kelembagaan,
maupun sistem atau jejaring antar individu dan kelompok organisasi sosial, serta
pihak lain diluar sistem masyarakat sampai di aras global (Mardikanto dan
Soebiato, 2015:69). Terjadinya berbagai perubahan yang dialami oleh masyarakat
dapat dilihat dari keberlanjutan kegiatan dalam pemberdayaan walaupun program
tersebut sudah berakhir. Artinya masyarakat telah mampu dan mandiri dalam
melaksanakan kegiatan tanpa menunggu pihak lain sehingga tercapailah tujuan
pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan untuk mekanisme
perencanaan dan pembangunan yang bersifat bottom up yang melibatkan peran
masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan perencanaan dan
pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan dapat
disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang artinya, dalam penyusunan
program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan
tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif
dan efisien. Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan
sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi berbagai bidang yang perlu
diperbaiki dan ditingkatkan (Azwar, 2014).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu lembaga
nonpemerintah yang menjadi salah satu pelaku perubahan dalam upaya
pemberdayaan masyarakat (Ife, 1997 dalam Isbandi, 2008:89). Berdasarkan

paradigma pembangunan dan modernisasi, para aktivis LSM Indonesia pada



umumnya berandangan bahwa keterbelakangan mayoritas masyarakat disebabkan
oleh suatu mentalitas dan nilai-nilai rakyat yang salah. Untuk memperbaikinya
perlu dilakukan perubahan terhadap keyakinan, sikap, nilai, dan pranata
tradisional, guna membantu rakyat menjadi modern melalui penciptaan program
aksi partisipatif di kalangan kelompok bisnis kecil pedesaan. Pelatihan partisipatif
dan pembentukan kelembagaan di kawasan pedesaan menjadi alat tranformasi
utama (Zubaedi, 2007:140).

Model dan strategi alternatif dalam pembangunan diarahkan untuk
pengembangan kehidupan masyarakat lapis bawah yang dipilih membuat LSM
dirasakan lebih sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kebanyakan
aktivis LSM menangani pengembangan masyarakat menggunkan dua pendekatan,
yaitu: pendekatan proyek langsung (direct project) dan pendekatan kelembagaan
(institutional approach). Kedua pendekatan ini dilakukan dalam rangka
pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan menjadi objek yang mendasari kegiatan pemberdayaan.
Menurut Howard Jones (1990:281) dalam Suharto (2009:8) tujuan utama
pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan dan
berbagai manivestasinya. Hal ini menekankan bahwa masalah kemiskinan di sini
tidak hanya merujuk kepada kemiskinan fisik, melainkan juga secara nonfisik.

Salah satu program pem berdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan
dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin adalah kegiatan pemberdayaan
KK rentan di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.
KK rentan merupakan istilah yang dipakai oleh penyelenggara program yang
diartikan sebagai KK yang berada pada kondisi miskin serta memenuhi kriteria
keluarga rentan yang ditetapkan oleh penyelenggara kegiatan. Melalui kegiatan
pemberdayaan KK rentan ini diharapkan dapat merubah kondisi masarakat dari
kondisi rentan menjadi tangguh, baik secara fisik dan nonfisik (Jemari Sakato,
2016). Dengan demikian, pemberdayaan menjadi alat atau sarana yang dapat
merubah masyarakat KK rentan menjadi KK tangguh.

Kegiatan pemberdayaan KK rentan ini merupakan salah satu kegiatan
yang ada dalam rangkaian program Deepening Ressillience yang dilaksanakan

oleh LSM Jemari Sakato. LSM Jemari Sakato, dalam program ini, bekerja sama



dengan NGO internasional yaitu OXFAM dan Australian Aid. Program
Deepening Ressillience ini menyentuh 3 tingkatan, yaitu tingkatan komunitas,
tingkatan UMKM dan tingkatan pemerintah yang telah selesai dijalankan selama
kurun waktu 4 tahun (2014-2017). Untuk kegiatan pemberdayaan KK rentan
sendiri merupakan kegiatan program ditingkatan komunitas yang dilaksanakan

sejak tahun 2015 hingga tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah dirangkum oleh Jemari Sakato, Nagari Tiku
Selatan merupakan Kenagarian yang memiliki jumlah penduduk yang terdata
pada tahun 2015 mencapai 13.770 jiwa, dengan jumlah KK (Kepala Keluarga)
mencapai 3.054. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berada pada usia produktif.
Mayoritas mata pencarian penduduk adalah nelayan dan buruh tani sehingga
sangat tergantung pada kondisi alam. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan
adanya potensi bencana yang lebih besar dari daerah lain yang akan berdampak
pada sosial dan ekonomi masyarakat, maka nagari ini menjadi perhatian khusus
oleh pemerintah setempat.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan tentunya terus mengupayakan
kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan. Untuk
mengatasi permasalahan yang ada di Kenagarian Tiku Selatan, Pemerintah
Kabupaten Agam bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
yang berkantor pusat di Kota Padang, yakni LSM Jemari Sakato dengan nama
program “Deepening Resilience”.

Program Deepening Resillience atau program membangun ketangguhan
masyarakat dilakukan dengan metode PRA (Participatory Rural Appraisal),
termasuk dalam kegiatan pemberdayaan KK rentan. Untuk melaksanakan suatu
program, LSM perlu untuk memahami kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan
dengan cara terjun langsung ke kehidupan masyarakat dan hidup bersama-sama
dengan masyarakat. Menurut salah satu informan kunci yang merupakan seorang
penanggungjawab program Jemari Sakato mengatakan bahwa untuk program ini
butuh waktu 10 bulan untuk memahami kebutuhan masyarakat, dan itu juga masih

belum cukup.



Pada program Deepening Resilience ditingkat komunitas, LSM Jemari
Sakato melakukan riset tentang KK miskin atau KK rentan, yaitu keluarga-
keluarga yang berada pada zona merah tsunami yang memiliki perekonomian
rendah dan memenuhi indikator kerentanan. Selain itu, masyarakat KK rentan
juga belum tersentuh bantuan dari pihak pemerintah. Dari total KK yang ada, 179
KK tergolong KK rentan. Akan tetapi, karena keterbatasan anggaran, maka
dipilihlah 36 KK yang diberdayakan dari awal program ini (Jemari Sakato, 2016).

KK tangguh diwujudkan melalui langkah-langkah pendampingan, mulai
dari pengkajian partisipatif hingga penyusunan dokumen RKM (Rencana
Keberlanjutan Mata Pencarian). Hasil yang ingin dicapai oleh LSM Jemari Sakato
adalah lahirnya KK tangguh yang mampu menafkahi keluarganya, memiliki
usaha tangguh dan memiliki RKM. Selain itu, KK tangguh juga memiliki
tabungan KASIGA (Keluarga Siaga). Hasil tersebut dicapai dengan
pendampingan masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah nagari dan
pihak swasta.

Program pendampingan KK rentan menjadi KK tangguh yang dilakukan
oleh LSM Jemari Sakato telah dilaksanakan selama 3 tahun, yakni dari tahun
2015 hingga tahun 2016 dan dilanjutkan sampai tahun 2017. Dalam proses
pelaksanaan program pemberdayaan tentunya dilakukan dengan prinsip-prinsip
pemberdayaan agar kegiatan pemberdayaan itu berlangsung dengan lancar.
Berdasarkan pencapaian program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat
yang telah selesai dilaksanakan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat proses
pelaksanaan program sekaligus melihat penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan
dalam kegiatan tersebut, yakni dari KK rentan menjadi KK tangguh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan rumusan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada proses pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program Deepening Resilience oleh
LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan?

2. Bagaimana persepsi KK rentan tentang penerapan prinsip-prinsip
pemberdayaan pada kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program

Deepening Resilience oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan?



Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian tersebut, maka peneliti
meneliti program tersebut dengan judul penelitan “Kajian Pemberdayaan
Kepala Keluarga (KK) Rentan pada Program Deepening Resilience Oleh
LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara
Kabupaten Agam”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan pada proses
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program Deepening
Resilience oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan

2. Mendeskripsikan persepsi KK rentan tentang penerapan prinsip-prinsip
pemberdayaan pada kegiatan pemberdayaan KK rentan dalam program

Deepening Resilience oleh LSM Jemari Sakato di Nagari Tiku Selatan

3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

praktis maupun teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan masukan tentang bagaimana
memberdayakan dan mendampingi masyarakat miskin menjadi masyarakat yang
tangguh/mandiri. Bagi instansi terkait, hal ini dapat dijadikan masukan sebagai
bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan perekonomian,
memecahkan masalah dan memberikan saran yang bermanfaat bagi instansi, serta
memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat ataupun peneliti lainnya

untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya penelitian, khususnya
tentang pengelolaan program pemberdayaan masyarakat oleh LSM, serta dapat
digunakan sebagai pembanding dalam penelitian selanjutnya, baik dalam model,

cara analisis, ataupun hasilnya.



